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Samarinda, biwara.co – Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pajak
dan  Retribusi  Daerah  DPRD  Kalimantan  Timur  (Kaltim)  terus
menggodok rencana perubahan perda terkait.

Diketahui, bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim,
Jajaran DPRD Kaltim beserta Pansus Pajak dan Retribusi Daerah
telah berjunjung ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI.
Agenda  itu  bermaksud  untuk  berkonsultasi  terkait  rencana
perubahan perda tersebut.

Dimintai keterangan, Sapto Setyo Pramono selaku Ketua Pansus
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  DPRD  Kaltim,  mengungkap
dalam aturan memberikan waktu hingga 2 tahun sejak terhitung
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UU HKPD diberlakukan.

Meski begitu, pihaknya langsung bergerak melakukan perubahan.
Pasalnya,  pajak  dan  retribusi  menjadi  salah  satu  sumber
pendapatan daerah yang diprioritaskan.

“Raperda ini menjadi hal mendesak yang harus disegerakan untuk
dibahas.  Mengingat  keberadaan  pajak  dan  retribusi  menjadi
sumbangsih bagi pembangunan daerah,” ungkapnya.

Salah  satu  kebijakan  yang  diatur  dalam  UU  HKPD  adanya
perubahan  tarif  pajak  termasuk  tarif  pajak  provinsi.

Sementara di sektor retribusi daerah kebijakan penetapan tarif
relatif tidak mengalami perubahan. Kewenangan penetapan tarif
sepenuhnya  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah  berdasarkan
prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

“Penyusunan raperda ini guna mendorong terwujudnya kebijakan
pajak daerah dan retribusi daerah yang adil, ramah terhadap
dunia usaha,” tegasnya.

“Selain  itu  efisien  dan  konstruktif  untuk  mendorong
peningkatan  pelayanan  publik  dan  perbaikan  kesejahteraan
masyarakat,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim/AL)


